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WALIKOTA KENDARI

walikOta kendari

f PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR IIX TAHUN 2015

TENTANG

LTA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

lENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

m

bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pasal 5

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanari Ufnurti Daerah mengamanatkan
baliwa penyelenggaraan pelayanan umum yang dapat
ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah
adalah pelayanan kesehatan;

bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Unium Daerah (PPK-BLUD) Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai upaya

peningkatan kesehatari perorangan dengan prioritas
kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Kendari perlu pengaturan

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

ml'

Bi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Jp; dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
llf menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata

p|:, kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

11 '̂
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
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I2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

I Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
f Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
^3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
M Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
i| Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
I Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
|4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
if Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
i|' Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
|:5. Jndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
II Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
I' Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara
If^ Republik Indonesia Nomor 5063);
|6. Undang-Unaang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

ife Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan F'eratiiran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002
if Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum

Daerah;

5.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
/ 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

H ^ 1045/Menkes/Per/XI/2006 Tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen

p Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

J 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman
I Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RSUD yang
I wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002
p4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
|, 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
i;'.' Internal RSUD (Hospital By Laws) tanggal 21 Juni
fc 2002
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Ifl5. Keputusan Meiiteri Kesehatan Nomor
63l/Menkes/SK/TV/2005 tentang Pedoman Peraturan
Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di RSUD
langgal 25 April 2005
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/U/2008 Tentang Standar Pelayanein

lit Mini mal RSUD tanggal 6 Februari 2008;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor Per/02/M.Pan/1/2007 Tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keaangan Badan Layanad Umum;

Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2];

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Oiganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kola kendari (Lembaran ^Daerah Kota Kendari Tahun
2014 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2010 Nomor 5);

23. Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Perjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Pi:

18.
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MEMUTUSKAN:

PBRATVRAN WAUKOTA KENJ>AR] TBNTAI9G POLA TATA

^JCELOLA BADAN lAYANAlf UMXJM DAERAH RUMAH SAKIT
luMUM DAERAH KOTA KENDARl

BAB 1

KETENTUAN UMUM

1

jgf̂ 'WaVikota Vm yang dimaksud dengan :
lah Kota Kendari.

Baerah adaJah KepaJa Daerah sebagai unsur penyelenggara
itah Daerah.
Sfadalah Walikota Kendari.

IS Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendan.
Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang

_im;!vkepada seseorang bafk bcrsifat promotif, prGvcntif, kuratif
' igehabilitaLif.

^§akit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
milik Penierintah daerah Kota Kendari ya»g merupakan

^fenunjang Pemerintah Kota Kendari dalain rangka mendukung
tugas Pemerintah Kota Kendari di bidang pelayanan

iffigelolaan

fdlskan kehidupan bangsa, seViagai pengecuahan dari ketenluan
keuangan daerah pada umumnya.

HfKelola Korporasi Rumah SaJdt Umum Daerah adalah peraturan
''j*'? •• «

Ifehgatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota Kendari
dlemilik dengan Pengelola dan S'̂ .af Medis Rumah Sakit.
i|i|l:Kelola Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum
l^alah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan

||pb|n dari Direktur dan StafMedis di RSUD,
Bliengawas adalah pengav/as yang meiakukan pengawasan
IgM dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai

,^raturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan
|reputusan Walikota atas usul Direktur.
S^ktuial adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur,

Mn atas Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta Seksi.
l^mgsiorval adalati kedudukan yang mervujukkan tugas, tan^ung

Srewenane dan hak seseorane Peeawai Negeri SIdH dalam satuan

Keuangan Badan Layainan UmuTr\ Daerah yang
•a disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

leiikn fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-
fbisnis yang sehat untuk naeningkatkan pelayanan kepada
;at dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan



dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
lllerampilan tertentu sefta bersifat mandiri.
feh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

f^^aJah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi
bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unut

Srhah sakit.
Il^akat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya

contoh/tauladan bagi masyarakat
adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat

. d kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani
^^engan usaha pelayanan penyiikit dan mental untuk menjadi

ffi|n adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan,
rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, kamar

laboratorium dan lairi-lain.

Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis
kebidanan dan pehyakit kandungan, bedah dan

ilMedis

i||edis Spesialistis Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar
pefegan pelayanan spesialis teliiga, hidung dan tenggorokan,

kulit kelamin, anasthesi, gigi dan mulut dan medikolegal,
^an spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.

tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat
. ,-.-1

'Mstalasi, Bagian atau Bidang.
adalah wadah profesioual medis yang keanggotaannya

ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki
litl|idnggi di dalam pengorganisasiah staf medis bertanggung jawab
"^Direktur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung

Direktur.

Iti'adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk
i^atasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis

i lainnya secara ex officio.
i|gawas Interral adalah perangkat RSUD Kota Kendari yang
ffiliakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
'̂ '•Direktur untuk men\ngkatkan kinerja pelayanan, keuangan
^juh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
i^arakan bisnis yang sehat.
Iministrasi adalah orang atau sc kelompok orang yang bertugas

administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan
medis, komite m.edik, dan sub komite khususnya yang

etik dan mutu medis;

•eperawatan adalah sekelompok l:enaga keperawatan dan bidan
^ptaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan
Sfudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau tenaga profesional
^jnegeri sipil.

Medis Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter
gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam jabatan
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gpangsional Keperawaian yang selanjutnya disingkat dengan
li|insekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi

Satan fungsional.
tenaga niedis yang memiliki izin praktik dan sertifikat

Biidi bidang kedokteran yang terikat kefja dengan RSUD Kota
Idiberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di

l^Kendari.

s/^rawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
^i||ehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
'Sehatan serta nlemiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

^l^^idikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
""faan melakukan upaya kesehatan.

h''']

_|cesehatan adalah tenaga profesi lain di luar tenaga kesehatan
m^bdikan

JiWaiialah
'i'''

':an fungsi teknis seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit
bidangnya masing-masing.
^aran adalah pejabat peniegang kewenangan penggunaan

iuntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit
J|pt|i\dipegang oleh pemimpin Rumah Sakit atau disebut Direktur.

Kota Kendari adalah peraturan dasar yang mengatur
.^ktur organisasi, prosedur, pengelolaan fungsi yang logfs dan
Wumber

Itas, responsibilitas dan. independensi.

diri serta memiliki

sesuai kompetensinya.
bagian dari mmah

pengetahuan dan /atau

sakit yang bertugas

Daya Manusia dengan prinsip transparansi,

dan Anggaran Rumah Sakit yang salanjutnya
IgBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran

w&gberisi p»*ogram, kegiatan, target kinerja dan Anggaran RSUD

i-'-Tl' ...^Ijategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disingka": Renstra
dokumeu lima tahunan yang memuat visi, misi, program

iiffie^gukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional
Ml

g^lpelaksanaan Anggaran RSUD Kota Kendari yang
disebut DPA-RSUD Kota Kendari adalah dokumen yang

|j|npapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas
te^l^tau jasa yang akan dihasilkan dan diguna^an sebagai dasar
S-'knggaran oleh RSUD Kota Kendari.
|ems yang sehat adalah penyelanggaraan fungsi berdasarkan
mm manajeman yang baik dalam rangka pemberian layanarv

[1^;^ dan berkesmambungan.
®4|dik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya

Kelompok SMF dan / atau yang mewakili.
fioerawatan adalah wadah profesional non struktural yang
^^M|bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

fHefiCjegahan dan Pengendalian Infeksi selanjutnya disingkat PPI
kerja yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan

i®infeksi di Rumah Sakit,
dan Keselamatan Kerja selanjutnya disingkat K3 adalah

^^|asi fungsional (non struktural) yang bertanggung jawab
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|)ada Direktur Rumah Sakit yang beranggotakan seluruh unit
tumah Sakit.

ftdan Hukum adalah wadah profesionai yang keanggotaannya
,lln^ Ketua Staf Medis Fungsional atau yang mewakili dan
"Jifungslonal lainnya.

if

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Slola RSUD Kota Kendari dimaksudkan sebagai pedoman bagi
lehdari dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah

&6mberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi
|r^fesional bidang kesehatan dan non kesehatan untuk :

an p^ofesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih
en, berkualitas dan pengelolaan keuangan yang fleksibel,

laS, akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
" * an harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan

lepa Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah

mi
RSUD Kota Kendari bertujvian untuk :

Tsuatu tatanan penyelehgafaan Rum^ Sakit yang efektif,
berkualitas dengan memperhatik^ prinsip transparansi,

s dan independensi.
'S'*/

1__ kepastian hukum bagi penyelen^araan seluruh aktivitas
Cota Kendari.

I?.®?,-
llM '

i:

m

BiVB 111

POLA TATA KELOLA KORPORASl

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal3

(i^adalah RSUD Kota Kendari, jenis dan kelas RSUD Kota
i'RSUD Tipe C beralamat di jalan Brigjen Z.A Sugianto Nomor

.'li''
anJProvinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan

Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/1/1857/12 tanggal

*!G!V
Bagian Kedua

i, Misi, MottO) Tujuan Strategis, dan Nilai-Nilai Dasar
RSUD Kota Kendari

Pasal 4

ID Kota Kendari adalah meniberikan pelayanan kesehatan

tu yang setinggi-tingginya bagi peningkatan derajat kesehatan
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Umurn Daerah Kota Kendari adalah Rumah Sakit Pilihan

Kendciri adalah sebagai berfkut :

pelayanan kesehatan dengan menciptakan pelayanan
llgjB^irmutu, ccpal, epal serta lerjangkau oleh masyarakal.

(m&ong masvarakat untuk memanfaatkan RSUD Kota Kendari
raciijadi^Rumah Stikii miira keluarga.
io^gkatka/i SDM, sarana dan prasarana n^edis, non mcdis, dan
plljy^g medis, agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi

si;ipasien dan keluarganya, serta nasyarakat pada umumnya.
iSUD Kota Kendari adalah Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sabar

£Dja1p;kepada sctiap pengguna jasa Rumah Sakit.

mutu pelayanan secara optimal.
suTiber daya manusia yang handal di bidang kesehatan

§orientasi pada tugas, melalui j^endidikan dan latihan.
sarana dan prasarana medis dan non medis sesuai

kerjasama lintas sektor dan pihak swasta melalui kerja
saling bertanggung jawab dan menguntungkan.

&sar RSUD Kota Kendari adalah .

^jKendari dalam memberikan pelayanan kesehatan senantiasa
DUfRepada nilai-nilai dasar sebagai berikut:
Duran;

irmikaan;

todftan Hati;
rsedim'Melayani;

Bagian Ketiga
IfKedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasai 5

[|[pta':Kendari tiu rupakan unsur pendukung tugas Walikota Kendari
'ipelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah

'{ehgan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
Ha§Kendari tljpimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di

fesbertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris

Pasa) 6

ifatodari mciTi{)unyai tugas pokok :

'•'akan upaya keseliatan secara berdaya guna dan berhasil guna
^ ff'.^engutamakiwj upaya penyembuhan, pemuJihan yang diJakukan

||efasi, terpydi, dengan upaya peningkatan dan oencegahan serta
' ,akan upaya • ujl kan.

|r?i .



hakan pclayan.in yang bermuiu sesuai standar pelayanan rumah

Pasal7

'j

ifeanakan tugns pokok sebagaima\ia dimaksud dalam Pasal 6,
fendari mempunyai fungsi ;
llnggaraan peiiuanan pengobacan dan pemulihan kesehatan sesuai
l-standar pelayjuian rumah sakit

feaan dan |K'jiingkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
Mtan
prv
pehggarakan pc^jyanan medis;
l^&iggarakan peiuyanan p^nunjang medis dan non medis;
toggarakan pcljyanan dnn asuhan keperawatan;
Menggarakan pcndidikan dan laiihan;
felenggarakan ad'r\inistrasi dan keuan^;an',
il|iggarakar. penelitian dan pengembangan.

BAB IV

RBDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

Pasal 8

daerah berdasarkan kevvenangan yang dimiJikinya
ig jawab kt'pada masyjirakat Kota Kendari atas kelangsungan

Semajuan dan perkembangan RSUD Kota Kendari.
daerah bcrtanggung jawab untuk membina dan mengawasi

^fggaraan BLUD RSUD Kota Kendari agar dapat memberikan
n^^^keschataii secara profesional dan bertanggung jawab.

daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
BJpada ayat (2) mempunyai keweriangan ;
lie.-aturan BLUD RSUD Kota Kendari;

fembe'ntuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan
Jfi^was berdssarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

li dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA):
Memberikan sani<si kepada pegawai yang melanggar ketentuan

peruiiclang- undangan dan memberikan penghargaan
pegawai v.jng berprestasi sesu£ii dengan ketentuan peraturan

i-undan^an; dan

feliti setiap pcrjanjian yang dibuat oleh Rumah Sakit dengan pihak
fs^belum perjanjian tersebut ditanaatangani oleh Direktur Rumah

daerah bertanggung jawab menutup defisit yang dialami oleh
Itot, yang bukan karena kesalahan pengelolaan keuangan

iffi;audit secara independen.
daerah bcrtanggung-gugat atas terjadinya kerugian pihak lain

itpasien) akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan



BAB V

DEWAN PENGAWAS

M: Pasal9
pf''jnjj^paya mewLijudkan pela>anan yt ng baik di BLUD RSUD Kota

Km:dibentuk Di.;wan Pengawas.
teengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit
§uktural yang bersifat indepcnden.

;Pengawasaii merupakan organ yang bertugas melakukan
1'^ dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota
|i|ang dilakvikan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan
^Iperundan.^-undangan yang berlaku seningga dapat menjamin

dan kernajuan BLUD RSUD Kota Kendari.

lilmelaksanakan tugas, Dewan F'engawas dapat dibantu oleh
Iglsekretaris.

Ijpewan F '̂u^^awas dibeiuuk dengan Kepuiu^an Walikota atas
®|ekturBLUl) RS'JD Kola Kendari.

iti. Pasa\ 10

Pengawas bcrkcwajiban •.
ierikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana
t'

ggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah

perkenibangan kegiatan BLUD RSUD Kota Kendari dan
^Hkan pendapat serta saran ke}iada Walikota mengf^nai setiap
l&'yang dimiggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Kota

kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD Kota Kendari;

®nkan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan
BLUD RSUD Kota Kendari;

c&i evaluasi dan pcnilaian kinerja baik keuangan dan non
serta memberikan saran dan catatan penting untuk

kjanjuti oleh pejabat BLUD RSUD Kota Kendari; dan
raomtop hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
Mgawas berwenang*.

{gieriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen:
ninttfipenjelasan Pejabat Pengelola;
ililnffi-,iPejabat Pengelola dan/atau pejabat dengan sepengetahuan
Mi,BLUD unruk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas;
isnflatangkan ph'l, konsultan dan / atau Lembaga independen lainnya

in;

fSgawasi pelaksnnaan kendali mutu dan kendali biaya;
ngawasidan mcnjaga hak dan kewajiban pasien;
n^wasi dan m<.-njaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

Bigawasi keputusan penerapan etika Rumah Sakit, etika
5iji dan peraiuran perundang- undangan yang berlaku.
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. mar. .

bertanggung jawab kepada Walikota.

^ngawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-

Pasal 11

iJtalfeewan Per^^iuvas berjumJah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang
;f 1 i.

ti'gan nilai jumlah aset dan/atau omset RSUD Kota Kendari;
pfuvanggota IDewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan

iSengawas diangkat dengan Kepiitusan Walikota atas usulan
ll-j|Umah Sakit;

[ibaKtiflDewan Pengawas adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
lagi untvik 1 (satu) periode masajabatan berikutnya.

!:•
Pasal 12

Penga\rii;T Rumah SakiJ dapal ierdiri dan luisur-unsur :

CPDyang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakil;
I'dHingkungan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan

y^liyang sesu.ii dengan kegiatan rumah sakit.

Pai>al 13

ianggola Dewan Pergawas :

Jftengelola RSUD KoLa Kmdari;
medis'dan fungsiojial tertentu lainnya.

Pasal 14

I'if'''.

apat diusv-Ukan menjadi anggola Dewan Pengawas adalah:

a%dikasi dan niemahami masalah-masalah yang berkaitan dengan
i^rumah sakii serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

tugasrva;

fela^ pcrbuatan hukum dan belum pernah menjadi anggota
^i'iatau Konii saris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan

gga suatu badan usah?. dinyatakan pailit;
j>"A'

melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;

ipetensi dalam bidang manajemen keuangan dan Sumber Daya

(U
if-komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan

Pasal 15

itan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga)

r^dan dapai diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan



it'
Pengawas berhenti karena :

iMdncapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
Mllis masa baktinya.

dapat diberhentikan sebelum habis masa baktinya

Ilpenilaian kerja melalui usulan Direktur.
^Dew^ Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh

anggota Dewan Perigawas sebelum waktunya
.rX'i'

fffintian

aimaiiaidimaksud pada ayat (4), apahila:
lat melakp.anakan tugasnya dengan baik;

aK.iiielaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
iM^alarn Lir.dakan yang merugikan BLUD RSUD Kota Kendari;

penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana
kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksariakan

eagawasan atas BLUD RSUD Kota Kendari.

Pasal 16

'teifdapat mcngangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk
. g kelancaran tugas Dewan Pengawas atas usulan Direktur

'"iSpDKota Kendari dengan pcrsetujuan Dewan Pengawas.
jfe'Dewan Pengawas sebagainiana dimaksud pada 'lyai (1),

Irfterupakan ang^^ota Dewan Pengawas.
iianat Dewan Pfugawas berada di Badan Pengelola Keuangan dan

a Kota Kendari.

fealam RBA.

Pasa^ 17

di})crlukan dalarri pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

iSfjs^rDewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Kota Kendari

BAB VI

KELEMBAGA^llI

Bagian Kesatu

Prinsip Kclembagaan

Pasal 18

|prinsip kelen\bagaan PPK-BLUD RSUD Kota Kendari didasarkan
i9prganisasi. prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang Logis

sumber daya manusia dengan prinsip transparansi,
litasj|esponsibi]itas dan independensi.
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Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Organisasi Pejabat Pengelola

Pasal 19

[D RSUD Kota Kendari adaiah Pinipinan RSVD Kota Kendari
;g jawab terhadap kirierja operasional RSUD Kota Kendari,

p
lyaiib Direkiur;

iiKetogan yait u Kepala Bagian Tata Usaha; dan
ifeknis yairu KepaJa Bidang PeJayanan, Kepala Bidang

iltfe serta Kepala Bidang Penunjang dan Rekam Medik

Pasal 20

mite;,Usaha, membawahi;
m Umum, Kepegawaian dan Diklat;

Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
perlengkapan dan Aset.

SKlayanan, membawahi :
lt8i|J^layanan Wcdik:
tei^elayanan Pmunjang medik.
lg|Siunjang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS, membawahi :
pil^enunjang Non Medik;

®Rekam Medik dan SIRS.
rr-]-
tKeperawatan, membawahi •

DM Keperawatan;
®Asul^an Keperawatan dan Logistik.

Ilv-'

11:'

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 21

& dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD
a^rKendan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan

Ms yanj.' scJiat.
Ksi('i.ebagajniana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki

keteraiiipilan dan sikap pe ilaku yang diperlukan dalam
wan tugas jabatannya.

' janii)raktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
'|kepentingan BLUD RSb'D Kota Kendari untuk meningkatkan
l^gan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah

len'yang baik.
fengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari dapat

MiifPegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang
i'w-

|sesuai dengan kebutuhan.
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'Ml

dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari yang berasal
i Negcri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat

ffifl|S^secara fctap atau berdasarkan kontrak.
dan pcmberheiitian pejabaL pengelola dan pegawai BLUD

Sofekendari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan
-JO

^ketentuan Peraturan Perundang-Uiidangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kepegawaiari

Pasal 22

Mmah Sakii dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau
SfeSegeri Sipil yang profesinya sesuai kebutuhan Rumah Sakit;
jR|mah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil

dimaksud evyat \i] dapat dipekerjakan secara tetap atau
kontrak.

Pasal 23

dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari
fegeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

'Itentavig kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku;
Mm dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari

'efawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi,
^liaiisme, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan

selanji.itnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

.„Jl: berkewyji/jan meinberikan perlindungan terhadap seluruh
Vlmah Sakit dt-ngan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang
fflan.mengupayakan lerciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai
I'tentuan perund.ing-undangan yang berlaku.

Pasal 25

iilt'wajib mengikutsertakan seluruh Pegawai Non PNS kedalam
SSnansosial lenaga kerja

Paragraf 4

Remunerasi

Pasal 26

isiaadalah irnba an ke?-ja yang dapat berupa honorarium, insentif,
'ifeprestasi Nai>g diberikan kepcda Dewan Pengawas, Pejabat

Kota Ki ndari dan pegawai }'ang ditetapkan oleh Walikota



Pasa: 27

?ngelola /-umah sakit, Dewan Pengavvas, oekretaris Devvan

itdan pegau cii i-JSUD Kota Kendari dapal diberikan rcmunerasi
tingkai tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang

an.

Jerasi sebagairnana diin-iksud pada ayat (1), merupakan imbaian
Kgdapat beriipa honorarium, insdntil', bonus alas prestasi kerja.
wi"''
llinerasi bagi D<'wan Pengawas dan Sekrelaris Dewan Pengawas
lim^a dimiiksLid pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

I
lerasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oieh

^^berdasarkan usulan Pimpinan RSUD Kota Kendari melalui
riS;Daerah.

HIE

Pasal 29

3an;Remuncrasi Direktur Rumah Sakit, mempertimbangkan faktor-
yjahgrberdasarkan :
'̂ en\f{sizej dan jumiah aset yang dikeioJa rumah sakit, tingkat

1 serta produktifitas;

igan berupa perbandingannya dengan fasilitas pelayanan
1 sejenis;

Mipuan pendapatan RSUD Kota Kendari.

'siv Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan

dg Penunjang dan Rekam Medik ditetapkan paling banyak
9,0% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur rumah

Pasal 30

Sasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud
28 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
lari dan masa kerja (baste index);

n, ihrni pengetahuan dan perilaku {competency index);

ja (risk mdex);
waiciaruraian [emergency index);

.tanyangdis:uidang /position index);
Sil'iatau capaian kerja {performance index).
itT '

at Pengcloia dan pegawai RSUD Kota Kenda'i yang

js|;rNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan
jJg;Undangan lentang gaji dan tunjangan PNS serta dapal
|lmbahan pcnghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

arkan prinsip kepatutan sesuai dengan ketentuan

Iperundan^-undangan yang berlaku.

lli;'

Slsi,
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Pasal 31

,2'.

rDewan PengcHvas sebagaimana dimaksud daJam Pasai 28 ayat (3)
sebagai berikiu ;
,Sm Ketua Dcwan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat
sfseratus) dan gaji Direktur rumah sakit;

fiilm anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (liga
perseraUis) dari gaji Direktur rumafi sakit;

num Sekretji'is Dewan Pengawas paKng banyak sebesar IS'/u (lima
teeratusj dai; Direktur ru.nah sakit;

r-'i
[j;j Paragraf 5

Paiganggaran

Pasal 32

X^ijp Kota Kendari menyusun RBA Tahunan, berpedoman kepada
ii'snis BLUD RSUD Kota Kendari.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntensi

jpnu'riit jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
5^,yang dipcrkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,
IaIjBN dan suinber-sumber pendapatan BLUD RSUD Kota Kendari

Pasal 33

penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD
Kendari dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD

Pasal 34

la dimaksud dalarii Pasal 33, memuat:

^l]|'"tahun berjalan;
sumsi'makro don mikro;

jt'kinerja;
dan perkii'aan biaya satuan;

pIiMraan hargn;
Sggwan pendapatan dan biaya;

prcse/i)?,se c^mbang batas;
p^osalapuniii tceuangan;
"irkir^n maju;

pengeluaran investasi/modal; dan

gkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana
Sl^an Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Ik;
:b^aimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan

Sij|kegiatan, siandar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran
sakn'dihasilkan
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If Pasal 35

Mffil^beijaJaj] sebagaiiriana dimaksud pada PasaJ 34 ayat (1} huruf

R'.'®atan usaha;
|fig mempengaruhi kinerja;

RBA tahun berjalan dengari realisasi;

euangan tahun berjalan; dan

perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian

]m berjalan.
'o.dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

lain :

^t|l|nasi;
' "^ilhan ekonorrii;

•ms

i-
!el^layaiian.
njgga? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c,
iif

a^pencapaian kinerja pelayan^in; dan
|keuangan pada tahun yang d, rencanakan.

iraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
d, merupakan biaya per unit penyediaan barang dan/atau

yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh
dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

* »

Paragraf 4

Persyaratan Pejabat Teknis

Pasal 36

dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan adalah
dan / atau dokter gigi dan / atau seseorang yang

feSa keahlian, intergritas, kepeniimpinan, pengalaman serta
[^elakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan

Mfgfi^an di bidang pelayanan.
m.-

mfh
ri

jepemimpman,

ling rendah Sarjana Strata 1

'ilbidang pelayanan penunjang non medik dan SIRS.

Pasal 37

apat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang Non Medik,
SIRS adaJah seseorang yang memenuhi kriteria keahJian,

pengalaman serta memiliki latar belakang

(satu) dan mempunyai

Pasal 38

llpapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah

m

Igrigi memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,
gejSa memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Saijana

||®)Vdi bidang kesehatan dan / atau Keperawatan Ners dan
iiigalaman di bidang pelayanan keperawatan.
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Pasal 39

tat diangkat menjadi KepaJa Bagian Tata Usaha adalah
^g^lmempunyai. kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,

memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana
dan mempunyai pengalaman di Bidang umum dan

Pasal 40

diangkat menjadi Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian
St seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, -ntegritas,
lipcngalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling
i '̂̂ Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang Umum,

UanDiklat.
m/;

Pasal 41

iapat diangkat menjadi Kepaia Sub bagian Perencanaan,
'aluasi adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian,

[kepeminipinan, pengalaman serta memiliki latar belakang
l^hpmi Manajemen / Akuntansi paling rendah Sarjana Strata 1
enipi^yai pengalaman di bidang keuangan.

Pasal 42

fdapat diangkat menjadi Kepala Sub bagian Perlengkapan dan
igseoiang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas,

aSfeengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paiing
-u|strata I (satu) dan mempunyai pengalaman di Bagian

' aset rumah sakit.

Paragraf 5

imberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 43

ilola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari diberhentvkan

Igrtrfunia;
ig^ secara tetap selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-

Sel^sanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
^ar, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang

imdurkan diri karena alasan yang patut; dan
gt-'dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pengelola dan Pegawai BLUD

telah

.entian Pejahat

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut
RSUD Kota

s.:
a;eputusan Walikota.
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Paragral 6

i|as, Kewajiban dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 44

iw

4iyi|̂ RSUD Kota Kendari mempunyai tugas dan kewajiban:
iifehiengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan

<•

^asi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
Mstra bisnis BLUD;

IrBA;
calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis

fi^ota sesuai ketentuan;
I pejabat laifinya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat

^feitetapkan dengan pcraturan perundangan-undangan; dan
dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional

,an BLUD kepada Wa'ikota.

RSUD Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan
rfeiagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

J'sSfR'],
ngjawab umum operasional dart keuangan BLUD.

[.
1; Pasal 45

r I
' 'ikewenangan untuk :

Sakit baik di dalam maupun di luar;
pjiRencana Pengadaan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit;
^USialan rencana pembangiinan dan pengembangan sarana dan

'a^ftumah Sakit;
pengikatan kerja sama dengan pihak ketiga dengan

MiDewan Pcngawas;
fp@|.pejabal lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit

'gttelah dilclapkan dengan peraturan perundang-undangan.
M

Ji
mm-,

Pasal 46

ITata Usaha dan para Kepala Sub bagian, mempunyai tugas

-Ifiinasikan penyusunan RBA;
|||SiDPA-BLUD;

m pengelolaan penclapatan dan biaya;
fSletf^arakan pengelolaan kas;

j&'pengelolaan utang-piutang;
"!5Skebijakan pengelolaan baran^;, aset tetap dan inventarisasi;

^ggarakan sistem inlormasi manajemen keuangan; dan
fgg^aiian akuntar.si dan penyusunan laporan keuangan.

Tata Usaha dan para Kepala Sub bagian, dalamJan
*'3t^gas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
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Pasal 47

ijBidang Peia\' KepaJa Bidang Penunjang Nojt Medik, Rekam
SIRS Kopala E^idang KcperavvaLan selakii Pejabai Teknis,

fipj^yai tugas dai kewajiban :
Qperencci riaan kegialan icknis di bidangnva.

wsanakan kc^. .tan Leknis sesuai RBA, dan
inggungjt.wabkan kinerja --^perasianai di bidangnya.

[gidang Pelayaiian, Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Rekam
SIRS serta Kepala Bidang KeperawaLan selaku dalam

tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
yai fungs' sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-

igijawab Kepf'la Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang Non
gekam Medik dan SIRS serta Kepala Bidang Keperawatan

i dimak^ud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu,
n||si, adminisirasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

sumber c; jya Iainn3'a.
•'i'

k--.. Pasal 48

[kewajiban t an lungsi serta kewenangan sebagaimana dimaksud
^44 dan P.. .al 45 Pejabat Pengelola juga mempunyai tugas,

fungs! :''bagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota
ir35Tahvni lOll tenlang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD

';BLUD RSi
I ,

m/Barang [.);u
dial Direkliii

t (1), bcais;il

wajib bei'cis.
•an/Barang

i^melaksunak.ii

ppqk tei.aga i-
jsi, .dan sinki i

laHtar sal I Kin
-fi:.
lymstansi lain

gimasing.

m

Pasal 49

1) KoLa Kendari merupakan Pejabat Pengguna
ih.

5LUD RSUD K Ha Kendari sebagaimana dimaksud
laii Non PiJS, Pejabai Keuangan BLUD RSUD Kola

daii PNS yang merupakan Pejabai Pengguna
ii I

BAB VII

PROSEDUR KERJA

Paragraf 1

Tata Kerja

Pasal 50

su\iap piinpinan unn (.vrgani.^asi dan
',su)n;!i u'ajib mc ncM'apkan prinsip koordinasi,

Misasi balk dalam lingkungan masing-masing
rganisasi di lingkungan pemeriniah daerah seria
] luar pemeriniah daerah sesuai dengan tugas



If

as;.
npinan saiuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

piiig dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
ng, diperiuk^n sesuai dGtigan peraturan perundang-undangan

Simpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
Tinasikan bawahan rnasing-masing dan memberikan bimbingan

fojuk bagi pelaksanaan tugas baw^ihannya.
saiuan organisasi wajibimpinan

Ipetunjuk dan bertanggung jawab kepada aLasan
mengikuti dan

masing-

tifaenyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
6m yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
[afv' wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
Slaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
Siannya.

mtW i_ajrampaian laporan masirig-masing kepada atasan, tembusan
jS disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
einpunyai hubungan kerja.

iisanakan tugas setiap pimp::nan satuan organisasi di
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

, wajib mer^gadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Kepegawaian

Psi&al 51

w
friah Sakit dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau
iilNegeri Sipil yang profesinya sesuai kebutuhan Rumah Sakit;

ah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
ki.dimaksud pada ayat (1) dapat dipekeijakar\ secara tetap atau
iskontrak.

Pasal 52

dan pen\berhenUan Pega-wai Rumah Sakit yar^g berasal dari
^ieri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
lyang berlaku,

^an dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari
egafei Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi,

ekonomis dan produktif dalam meningkatkari peiayanan

ii|iang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 53

^l\-!berkewajibari memberikan perlindurvgan terhadap seluruh
lah Sakit dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang
jjinengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai
" " 1perundang-undangan yang berlaku.
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I BAB VIII
SjiOMPOKAN FUNGSI PELAYAT^AN DAN PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Pengelompokan

Pasal 54

l^aksani) J'LjngsJ peJayanan BLUD J^SUD Kota Kendari terdiri
jPelayanan Instalasi dan Pungsi Pelayanan Jabatan Fungsional.
.^pelaksana fungsi p<'ndukung BLUD RSUD Kola Kendari
Fungsi Pc'idukung Pcngawas Internal Dan Fungsi Pcndukung

, Komite Keperawatan, Komitc PPl, Komite K3 serta Komite
fcm.
3
I

Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 55

mm.

%
I

'•H
.4

!|ya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan
serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk
gmerupakan unit pelayanan fungsional;

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
i^utusan Direktur;
mgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
SI Rawat Jalan;

'

isi'Rawat Inap;
^riGawat Darurat;

isiBedah Sentral;

Farmasi;

iSjRadiologi;
Laboratorium;

IICU;
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

'si Gizi;
.'1
isiLoundry;

sj Pemu lasa ra n J cnaza r,;

Rehabiliiasi medik;

|bDRS;
siHD;

llCSSD.
!4ii Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan
IbLUD RSUD Kota Kendari.

ian

in
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^™pin oieh seorong KepMet Inst^&si dari pGj&b&t fungsion&l
^J^angkat dan diberhentikari oleh Direktur.

lasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan,
J,; memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan

Ifinstalasi masing-masing. ,

«• - -

Paragraf 2
Jabatan Fungsional

- - Pasal 57 '• -"
- ' • -•'•V-i*-'

l^batan Fungsional . terdiri dari , sejumlah ' tenaga keija
X^g^terbagi atas berbagai kelompok^ Jabatan Fungsional
ft bidang keahliannya;

fungsional ., sebagaimana,: dimaksud pada ayat (1)
perdasarkan kebutuhan dan beban keija yang ada;
iabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai

)atan FungsionalMiangkat dan diberhentikan oleh Walikota

Bagian Ketiga ;
Fungsi Pendukung

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 58

^ggawasan Internal adaJah Kelompok Jabatan Fungsional yang^^elaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya
plgawasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di
df bertanggung jawab kepadaDirektur.

^tigawas Internal terdiri dari tim,audit bidang keuangan, tim
Kig non keuangan, serta tim audit bidang lainnya sesuai dengan

frumah sakit
Brganisasi dari Satuan PengawasaInternal terdiri dari 1 (satu)

gUa, 1 (satu) orang sekretaris'̂ dan beberapa orang an^ota,
rasa keija 3 tahun
j lebih lanjut mengenai .organisasi dari Satuan Pengawas

S|||:etapk^ dengan keputusan Direktur.
• . terhadap pengelolaan i sumber daya Rumah Sakit

&a dimaksud dalam..,ayat;, (l),.;^yaitu, meliputi pengawasan
^^pengelolaan SumberrkPaya^i:M^usia,t;j;Sarana dan Prasarana,
Mayaiian serta';:;:admiiiistrasiRumah Sakit.

Irician.kegiatan :
^tu^Menciptakaiif^istemHpehgendali^r^intem yang efektif di

L^s^t^dan memastik^Jb^wa^rpehgendaian intern tersebut
|patuhi,.melalui.kegiatah.yang.telah terprogram dan terencana,

§|dengan ketentuari yang'berlaku.; ,
penilaian terhadap sitem pengendalian intern yang berlaku

!el^sanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program mmah
mencakup : T- • il:./.:- . .

-i - rit

i



ffi atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-
teganyang berlaku.
fiian tentang efisiensi, efektifitas- dan ekonomis dari
Igunaan sarana, dan prasarana .^.serta manfaat yang
fifcanakan dari suaturkegiatan-atau -program RSUD Kota

gaian atas pendayagunaan; dan pengembangan sumber daya
lusia di RSUD Kota Kendari.;- .

kan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen
^1 (risk management) di lingkungan RSUD Kota Kendari.

i|adak£in koordinasi dengan auditor ekstemal.
•^•sun peraturan rumah sakit di bidang audit serta pedoman-

an',yang berkaitan!;ldengaii:L:kelengkapan prosedur untuk
|;aran pelaksanaan tiigas.^jj

g|tmpaikan laporan ^basil, audit beserta rekomendasi yang
secara tertulis kepada direktur,
I, mengevaluasi, dan. meng^alisis tindak lanjut atas

iendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Direktur.

Paragraf2
Komite Medik

Pasal 59

^memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme
ig bekeija di Rumah Sakit;
ik berperan dalam merekomendasikan pemberian izin
jpelayanan medis di rumah sakit^terinasuk rinciannya,

|konipetensi'7 danyetika profesitl sertasmenegakkan disiplin

Pasal 60 - • V-

l^ct2| merupakan organisasi non striiktuial yang dibentuk di
oleh Direktur.

^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan masa
is^pai selesai dan selanjutnya membentuk susunan baru

^Sdan wakil ketua dipilih secara demokratis dalam rapat pleno
ij^Jketua kelompok staf medis.

Pasai61.;- J'"
|engangkatan dan pembentukan" ketua dan wakil ketua

diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit (Medical By

^pemberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

Bagian Kesebelas
Kepengunisan Komite Medik

Pasal 62

Irtiedik terdiri dari:

r '

•5

• j
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fnPasal 63 «iY7| - —''

pMedik diangkat dan bertan^ng jawab kepada Direktur.
te|medik mengusulkan-sekretarisMan anggota Komite Medik
?an oleh Direktur;

i

- - i.=

52 Pasal 64
ri-l.

'tj ;

- • - i-,-; -

1-jV-

: -lv!i- i-s- -
—r-irTrj:^-

menjadi'ketua
jedibilitas yang tinggi dalam profesinya;

igi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran
^angluas;" ^
1^ perkembangari perumahsakitanj
•'̂ a, bijaksana dan jujur; ' '

;epribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan
an
t: • -
Itegntas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

Pasal 65

Cetua Komite'Medik diperlukan, maka" dapat diusulkan oleh
§Hik dan ditetapkan oleh Direktxir.

Pasal 66 = 4

ilv-
di"usulkai\, oleh ketua komite medik dan ditetapkan.

.ah dokter terbatas di RSUD Kota Kendari, maka sekretaris
Ijdipilih dari salah satu anggota komite medik.
Spite medik dapat menjadi ketua dari saiah satu subkomite.

^^ankan tugasnya, sekretaris .komite medik dibantu oleh
|istrasi ataustaf sekretariat pui^awai^^ (full time).

Bagian Kedua belas
Fungsi dan Tugas Komite Medik

Pasal 67

ledik meliputi;

Sykan kepada Direktur terkait dengan praktik dokter;
Ikegiatan pelayanan medis;

hal yang berkaitan dengana etik kedokteran, dengan
Sub komite etik di bawah komite medik; ^

^^1 masalah etik d^am jbidang^ membentuk etik
^giuar komite medik;;Og:ig:i£^ 7^^. "

kebijakan pelay^anl'^medis^fjsebagai' standar yang harus
oleh semua kelompok staf meiiis'di RSUD Kota Kendari.

^ ^ !'W-ti. jLrl-
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iiifmeWputi; !
^ktur menyusun standar pelayansin medis dan memantau
# . _ •
gembinaan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
^angan profesi antar kelompok staf medis;
^ektur menjTJsun. peraturan intemol staf medis dan
iksanaanya; , . 3

^^iiyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan

Pasal 68
-v!

• -

'.ii $.

^ktur menjrusun kebyakan dan prosedur yang terkait dengan
.. _

le^r^grdinasi dengan Kepala tBi^ang rPelayanan dan Kepala
^watan diam: rnelaSsanSari dan membina kelompok tugas

program pelayanan ;pendidikan dan pelatihan serta
^fengembangah ilmu dalam hidang medis;
^^Sitoring dan evalasi mutu pelayanan medis, meliputi:
1^^ evaluasi kasus bedah;

tebat, farmasi dan terapi; .in
glayanaii;

idan keakuratan rekam medik;. |
priostik; ; '̂ IV,

-fc .< «»- i :.j. . . .4 ,

at kematian dan angka kesakitan; dan
ip atau audit medis melalui pembentukan sub komite.

P Bagian Ketiga Belas
. Kewenangan Komite Medik .

Pasal 69

fpunyai wewenang
^mcana kebutuhan dari peningkatan loialitas tenaga medis;
^pombangan tentang rencana. pengadaan, penggunaan

peralatan..-medis . -dan^penunjang medis serta
pelayanan meSis;
i^utu. pelayahan^medis^sesuai .yang-tercantxim di dalam

gnsi dan efektifitas pengguriaan'Mat kedokteran;
ppembinaan etika, profesill serta.. mengatur profesi
lar kelompok stafmedis;- ^

klinis yang mempuiiyai tiigas . menangani kasus
yang melakukan koordinasi lintas profesi, antara lain:.. ,

|gan kanker terpadu^ 1 ...J2.l|i^52SE£,
I&an nyeri; ----------
^ntung terpadu;
^habilitasi medis; i :
l^ngendalian HIV/AIDS;
^enyal^gunaan NAPZA;

... 'SI.,

1
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i

ieiigendalian TB klinik;
^eriatri.
rekomendasi ke2j£isama antar' Rumah Sakit RSUD Kota

ffiHi fakultas kedokteran dan atau fakultas kedokteran gigi dan
I'f- --
m pendidikan kesehatan lainnya; :

Bagian Keempat Belas
Pertan^ungjawaban Koinite Medik

Pasal 70

. t_L . -

Hianggung jawab kepada Direktur terhadap mutu pelayanatx
^ etikkedokteran dan pengembangan profesi medis.

M ^ Pasal 71

™piinyai kewajiban : ,
efaturan internal medis;

at standarisasi untuk:

Ipelayanan medis;
§perasional prosedur dibidang manajeriaiyadministrasi dan
c^imuan/profesi;

'--a

d; dan

ffimpetensi.

^Inat standarisasi pengumpulan, pemantauaiiy dan pelaporan
ituMinis; dan '

gmantauan mutu klinis, etika kedokteran dan pengembangan

Bsgian Kelizna Belas
Tata Kerja Komite Medik "7

r -i-l - -'i-trlii . • • -

i', rj-x-r-.

•-hH-'H- !'•• •u?!'•—-- --i.-ij-.

medik secara administratif, meliputi:

li komite medik y^g dil^safiakan paling sedikit 1 kali setiap
Ml.

! • "

)^te Medik dengan semua kelompok staf medis yang
•paling sedikit 1 kali setiap bulan;

IBiite Medik dengan Direktur dein Kepala Bidang Pelayanan
;sanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;
^at diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak

ifeanakan sesuai kebutuhan; dan ,;•' ^ -
"||ri?_: tugas '̂ dan k̂ewajiban -subp™ komite^ -termasuk
jngawaban terhadap'suaUi prb^am.^^^T-rirz?: \ I M-.;.

fete medik-secara telmis meliputi: . _ '
l; ' hubungan antar ' Komite ; Medik.' sebagai kompetensi

|;/profesi dengan manajemen RSUt)-Kota Kendari sebagai
fkewenangan pengelolaan RSUD Kota Kendari; dan

r|.-

1
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' antar KomiterMedik.'dengan Direksi dalam menangani
tenaga dokter serta pengaturan penyampaian iriformasi

ahak luar perkumpulan profesi dan pihak non profesi seperti
iianjajaran hukum.

";• I - • S

Bagi^n Keenam belas
Sub Komite

Pasal 73

;^anakan tugasnya komite medik dibantuToleh sub komite.
"" * dim^sud pada ayat (1) terdiri dari: " '

kr^ensial;^™^:^
mutu profesi;' daii'
etika dan disiplin profesi;

Pasal 74

ensial bertugas uhiiik menapis profesionalisme staf medis.
fnedis dinyatakan'kompeten melalui proses kredensial.

edensial dan rekredensial adalah tanggung jawab komite
Iplaksanakan oleh sub komite kredensial.

Pasal 75
-r-v rrr.-. ;•"

- .n-:.

inutu profesi bertugas Li mempertahankan .. kompetensi. dan
isrhe staf medis. j- ..

utu profesi melakukan pemaritaiian kiialitas.

Pasal 76 • "

^Stika dan disiplin profesi bertugas menjaga disiplin, etika dan
,fesi staf medis. :
Ikeputusan sub komite etika dan disiplin profesi merupakan

Ijsiplinan oleh komite medik terhadap staf medis.
Pasal 77 r ?

..

komite terdiri dari: i

gkap anggota; '
/'vtv.'rJ i=. iii-'-iic

gkap anggota; dein'[ ^

i ; . (• V -

I:
- - -r:-'

komite dapat J'dijabatV'dari-Tsalah J^^^^ seorang ketua,
,u anggota komite medik. ^ '

=r.-. j-ia-=2-PaS&l 7o"rr -- - --i-i-n..

-•>-T

ptetapkan oleh Direktur atas usul ketua komite medik;
©llksanakan kegiatannya sub^ komite menyusun kebijakan,

^prosedurkeija;:::: /

-• vrj--^-—.1 .-/VP -v- j—

v'T-
•:-ir •



, .....

"1

.yj

5i''
'. i: i'-

•I

. ' '"

j't '

m-"

, .-. 'J,, . .; . •—

. • u'su . - •• i .

-vr""5

jbembuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
Keija selama 1 tahun; dan l ^

3asi untuk tahun anggaran berikutnya.
j

K'
i-'-

Pasal 79

Bagian Kesembilan
Komite Keperawatan

v. ,!. Pasal 80 ^
grawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang

jraya. dipilih dari Ketua atau Anggota Kelompok Staf Perawat-
,

l^erawatan terdiri dari Ketxia dan' 3 sub komite, yang terdiri
^Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Asiihan, Sub Komite Etik
SSI^sur Ketua dan 3 Sub Komite merupakan jabatan non

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

§lkomite Keperawatan mempunyai' masa bakti selama 3 (tiga)
Jt'sesudah masa bakti akan diadakan pemilihan kembali.
|ierawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
^menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau

^1 melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi
'}: mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta
an pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan dan
imasukan kepada Bidang Pelayman perihal pengembangan

Jperawatan. i^
Itsanakan tugas Komite Keperawatan disamping dibantu oleh
li'sekretaris serta pengurus lainnya juga dibantu oleh panitia
' ya terdiri dari anggota SPF dan tenaga profesi lainnya secara

panitia didalam komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur
S^fKetua Komite Keperawatan berdasarkan pertimbangan Kepala

Bj^ankan tugas, Komite Keperawatan diharapkan selalu menjalin
jsecara horisontal dengan instalasi terkait, Bidang Perawatan

anan J. . ••

, ]'• : -

ParagrafS -
Komite PPI

• yS
r-. ' i.i;r,r- .j

•ij-y--.

Pasal 80
- -'-i-

-i-.

i^adal '̂V kelompokjltenaga^'fungsional',^'^ baik medis, maupun
' I,.,yang. bertugas.lmelaksanakan .^kegiatan dalam rangka

Kdan Pengendalian lnfeksi di Rumah Sakit.
§&bentuk dan ditetapkan oleh Pimpman RSUD (Direktur)

Idipimpin oleh seorang ketua,idan Jabatan Ketua Komite PPI
&atan .noii "struktural yang berada dibawah dan bertanggung
l&a Direktur. i .... -r-i-i Ti a
^ ketua dan sekretaris •komite PPI mempunyai masa bakti
|a) tahim dan sesudah masa bakti berakhir ^an ditetapkan

.-uiu;

. X ;m I

Imempunyai tugas membantu Direktur did^am Pengendalian
?pian Infeksi di Rumah Sakit, dengan menjalankau. kegvatan :

fc-.-.n-j-ri-r i ... • .-n-.-r-. n-.r'
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ilkan Surveilance

» 0,

i
Jif

KiV-- Investigasi Outbreak •
^Infection Control RiskAssesment" /

!g Sterilisasi di RS - ^ V
ig Peralatan kadaluarsa, single-Use menjadi re-use
!g Pembuangan sampah infection, cairan tubuh 85 darah

!Sg pembuangan benda tajam &jarum .
iFiri^ kegiatan pelayanan makanan dan perinesinan

ig.pembongkaran,-penilD^gunan dan.renovasi
I pelaksanaan isolasi pasieri'^'^fr

Hand Higyene
:g kepatuhan penggunaan APD'
sanakan tugasnya, Ketua Komite PPI disamping dibantu oleh

f|sekretaris, juga-olehMPCO '(Invection Prevention Control
l|lhfection Prevection Control.Nurse), Tim PPI yang anggotanya

medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-

I
i

i

Paragraf 4
Komite Etik dan Hukum

Pasal 81 . —-7

f^an Hukum adalah wadah profesional" yang kean^otaannya
^ketua kelompok staf medis fungsional atau yang mewakili dan

ffigsional lainnya. ' .
Komite Etik dan Hulozm menipakan jabatan non stmktural
bawah dan bertanggung jawab kepada.Direktur.

ketua dan sekretaris •komite Etik dan hukum mempunyai
BJfelama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti berakhir akan
J^feilihan kembali dan ditetapkan oleh Direktur.
" dan hukum mempunyai tugas memberikan masukan dan

kepada Direktur dalam hal: "
Mnan dan perumusan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan
"T^akit. • -1- i
flfekan masalah etik rumah sakit dan pelanggaran terhadap

EStilcpelayanan rumah sakit.
ilraan etik penyelenggaraan fungsi rumah sakit. Hospital Bylaws

Jl&al StafBylaws. ; - • '
"^Igugus tugas dalam penanganan masalah hukum di Rumah

ium Daerah Kota Kendari.
^kok komite etik dan hukum adalah :
0kan rapat koordinasi Komite Etik dan Hukum denga Komite
||n Komite Keperawatan setiap 2 bulan sekali.

penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang
ikewajiban antara pasien dan dokter.

Direktur menyusun dan merumuskan medicoetiklegal dan
ISelayanan Rumah Sakit. , T
®can masalah pelanggaran Etik dan Hukum terhadap pegawai

]M6ta Kendari. ^ ;; ^
^filkan masalah pelanggaran etik dan hukum antara pasien dan
^^Kendari. •-.u ki;|

:an konflik etik yang: timbuL antar -profesi di RSUD Kota

• ,iv.; • .

fe;- -^-J. f"
IjI^; -

i,,

--.

••-Mr
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Paragraf 5
fkomite Kesehatan dan Keselamatan Keija

cri.«-'2-fc: =Si;jsl:;e7

S.^-l T.-r. ,;_• —
;-..tiT • —Pasal 82 - -

,.—-I ~

e^at^ dan Keselamatffi,„Keija;r(K31 adalah unit organisasi
|n;;;struktural);,,yang;,bertanggung j'awab langsung kepada

ll^^'Sakitr'Nama' organisasinya 'adalah unit pelaksana K3
beranggotakan seluruh unit keija di Rum^ Sakit.

^fcit.pelaksana K3 Rumah. Sakit beranggotakan unsur-unsur
jajaran direksi Rumah Sakit. • ,

iunit pelaksana K3 Rumh Sakit terdiri dari sekurang-
:?itua, Sekretaris dan anggota.
las ketua dibantu oleh wakil ketu dn sekretaris serta anggota •

, unit pelaksana K3 Rumah Sakit sebaiknya adalah salah
y||nen tertinggi Rumah Sakit . atau. sekurang-kurangnya

wah langsung direktur. ~.
|taris organisasi/unit pelaksana K3 Rumah Sakit adalah

profesional K3 Rumah Sakit atau ahli K3.
it pelaksana K3 Rumah Sakit adalah : -

Irekomendasi dan pertimbangan kepada Direktur Rumah
;enai masalah-masalah yang berkaitan dengan K3.

ilkan kebijakan, peraturan, pedoman,,petunjuk pelaksanaan
iedur.
I Program K3 Rumah Sakit. . ^ / 5-"~
igsi K3 Rumah Sakit adalah :' ^

Slkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta
lan yang berhubungan dengan K3.
rOirektur RS mengadakan dan meningkatkan upaya promosi

dan penelitian K3 di Rumah Sakit,, ..
^ terhadap pelalcsanaan program K3.~

saran dan pertimbangan vberkaitan dengan tindakan

v'-i - •:-?.,

rasi; dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3 Rum^

•hasihat tentang manajemen-; K3 di, tempat kerja, kontrol
fengeluarkan dan inisiatif pencegahan.

dalam perencanaan ~ pembelian. "peralatan bam,
an gedung dan proses. ;

m

BAB DC
ESBLOmSASI

Pasal 83

^ejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Kendari disesuaikan
ijban peraturan perundang-undangan yang berlaku;
ipengelola BLUD RSUD Kota Kendari sebagaimana dimaksud
|j| berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang
"^^ryangan jabatan! disesuaUcan dengan ketentuan peraturan

fdanganyang berlaka.lz

•tu:r4i:^aus
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BABX ,r
IPBNGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 84 ' I : " =
H ' •

Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan
iSSumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan

dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan
iefisien. : . r

Bagian Kedua
Penghargaan

- 1-..

r- • -

Pasal 85* ^ '^
' • rii'.rctrrt'I»^ -• • -t •• ^

^motivasi kerja'darirproduktifitas pegawai maka BLUD RSUD
^^apkan kebijakan mengenai pen^argaan bagi pegawai yang
iabaik;

Bagian Ketiga
Disiplin dan Sanksi

- • .e

-• Pasal 86 ~ r.

• •!

- -i'-r"

M merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk
|dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi,
l&s dan tidak tercela;
fehadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
Jsanksi atau hukuman berdasarkaniperaturan perundang-
gberiaku.. ^

BAB XI

i iNGELOLAAK LINGKUNGAIV DAN LIMBAH

Pasal 87

jen|njuk pejabat fungsional yang. mengelola lingkungan BLUD
^endari antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi^ serta

ibah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal,
tstemal daii halaman, taman, d^ Iain-lain sesuai peraturan

^angan; ' :"• ••-------
toaan lingkungan dan limbah RSUD Kota Kendari untuk :
pruang dan bangunan; -

makanan dan minuman; • 7 7"
air bersih dan air minum; ,, _>.
pengelolaan linen; =

pencemaran lingkungan; . i . - S
lan serangga dan binatang pengganggu;

Isterilisasi ruang; dan
T^uluhan kesehatan lingkungan. '

-li.".

-e



.. •

pngelolaan lingkungan dan limbah meliputi:
Inbah cair dan padat; -
ian mengendalikan vector/serangga;
(stem lingkungan fisik dan biologi; dan

fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan,
nelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan di

pCendari. " : ;
v.5,'- . I. - 5.:

V.-,. Ili- -J

BAB XII

POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 88

'--rr'-.bzJr

[ja di RSUD Kota Kendari sebagai staf medis, maka dokter
lum atau dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

|fetensi yang dibutuhkan;
iTanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP);
fdan rohani; dan

dan moral yang balk.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 89

|Medis Fungsional RSUD Kota Kendaii terdiri dari :
Medis Fungsional; • ^ ^

ic. • y - r-—-- - - ^
fedis Fungsional berdasarkan jenis kompetensi meliputi:

|klis; "
Spesialis. -'J-
tedis Fungsional berdasarkan status kepegawaian meliputi
I

ft

Shwaktu;

lliltan.
w.
[ebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni dokter
pleh pemilik atau yang mewakili untuk RSUD Kota Kendari
i tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat, yang bekerja

•s nama RSUD Kota Kendari serta bertanggung jawab pada
|n kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta

dan kewajiban sesuai ketehtuan' peraturan perundang-
berlaku; -

• !^rr;r
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itu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni
ceija tidak penuh dengan kualifikasi sesuai dengan
bidangnya serta mempunyai hak^dan kewajiban sesuai

iran perundarig-undangan yang berlaku;
dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu dokter

dan keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur
ni atau membantu menangani kasus yang tidak dapat
Staf Medis Fungsional lain yang ada atau untuk

can suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan
dangnya serta mempunyai .hak dan kewajiban sesuai
iran perundang-undangan yang berlaku;
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dokter
:ahliannya direkrut ,oleh Direktur untuk memberikan

tidak . secara langsimg . menangani pasien dengan
I dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak
5esuai ketentuan peraturain perundang-undangan yang

.!

Bagian Ketiga
Tujuan

r • i- • [ y- li
Pasal 90

^ngorgamsasian Staf Medis Fungsional yakni untuk
itu pelayanan medis RSUD Kota Kendari;
pengorganisasian- Staf Medis ,Fungsional yakni uintuk
itu pelayanan medis RSUD Kota Kendari, meliputi:
ceijasama'yang .baik: antara manajemeri dan Staf Medis
smilik dan Direktur; =- - -

sinergi antara. manajemen dan Staf Medis Fungsional
ngan pasien; dan ^
anggung jawab Staf Medis Fungsional terhadap mutu

edis melalui pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
mgorganisasian Staf Medis Fungsional

-i --- -ri- •

Pasal 91 .:
- -5,-.
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v^ssi'r r y ' »• •' i

dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi puma
neLdanLparuh-,waktu,. /.^ pait_,time^ang bekeija di unit
D..,. Kota;,, Kendari .^wajib. menjadi^^anggota Staf Medis

akan tiigas^ Staf Medis. Fungsional dikelompokkan sesuai
keaMannya ata-U dengan:cara lain dengan perdmbangan

'"i
Staf Medis Fungsional paling sedikit terdiri dari 2 (dua)

• ; ;

ri.:
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taf Medis Fungsional berdas^kan spesialisasi/ keahlian
r dengan spesialisasi/ke^lian yang satna dikelonipokkan
kelompok medis. • ;

Pasal 92 T '
i. ' ' '

Medis Fungsional dapat dilakukan cara lain dengan
smelalui: 1
?naga dokter': spesialisT' dengan" i^spc'sialisasi/ keahlian
yang dUakuk^ karena jufflah ^oktef ^pesialis tersebut
'(dua)'"^"^6rang "sehingga' tidakt"iiiemiiiigkinkM^ untuk
medis"sendiri dengan memperhatikan. kemiripan disiplin
ikuti dengan pembagian dan tugas serta wewenang yang

didalam kebijakan dan prosedizr pelayanan medis di
ri; • -

' medis fungsional untuk dokter umum dapat dilakukan
ik kelompok staf medis fungsional dokter umum sendiri
dengan kelompok *staf' medis dimana dokter umum
can pelayanan; / . .
kter spesialis dengajti dokter umum dapat dilakukan

dokter spesialis;:. masih kurang sehingga tidak
lembentuk kelompjok ^taf medis fungsional sendiri yang
nbagian tugas d^ wewenang yang jelas dan dituangkan
ierta prosedur pelayanan. medis di RSUD Kota Kendari;

.. .. ,,,,, y ... ,

•menjadi kelompok staf medis fungsional sendiri atau
1 kelompok staf medis fungsional bedah atau kelompok
)nal dokter umuni a^u dokter spesialis Isdnnya dengan
dan wewenang yang- ditiiangkah di dalani kebijakan dan
in medis di RSUD Kbta Kendari.., ,

, V , ,, ,

Bagian Kelima^:;
lepenganisan StafMedis Fungsional ^

•- ' -;r - '•; y ^
i :!:Pasal:93

.I'?'.- ••
edis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih

Staf Medis Fungsional dapat dijabat oleh dokter puma
tae-atau dokterpan^waktu /part time;
a!kelompokgStafgMedis-^j; F^ngsi^^ diatur dengan
;disusun olelJkomite
wajib nielibatkan komite medik dan Direktur;
)emilihan ketua I^kelonipok^. Staf Medis Fungsional
disahkan oleh Direktur;-

i-kelpmpok Staf Medis, Fungsional adalah 3 (tiga) tahun
i.kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode masa bakti

-I:
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Pasal 94

ed^am kelompok Staf Medis FungsionaJ ditetapkan oleh
. , , -omite medik. y^g.dilengkapi peijanjian keija "masing-

ituk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas dan

Bagian Keenam
eija, Fungsi dan Tugas Staf Medis Fungsional

Pasal 95

Fungsional SGcara adniinistrB.ti£ hertsxiggung Jawab
ngkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung
ledik melaluiketua kelompok Staf Medis.

Pasal 96

Tugas dan Fungsi
mal mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan
dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan di

al mempunyai tugas
kegiatan profesi yang meliputi Prosedur diagnosis,
icegahan, pencegahan. akibat penyakit, peningkatan
serta mendokumentasikan dalam dokumen rekam

emampuan profesinya melalui program pendidikan/
ilanjutan;
xialitas pelayanan sesuai standar profesi, standar
dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;

igumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan
'ikator mutu klinik.

Pasal 97

Tanggung Jawab

nendasi melalui komite medik/ sub komite kredensial
terhadap permohbnan penempatan Dokter bani di
: diatur dalam pcraturan internal staf medis (medical

si penampilan kineija praktik Dokter berdas^kan
hensif, dilakukan melalui peer review, audit medis
ly improvement; :
ipatan bagi para Dokter untuk mengikuti continuing
pment (CPD), masing-masing kelompok staf medis
rogram CPD bagi semua anggotanya;

kepada: Direktur melalui komite medis hal-hal
. praktik kedokteran;,

• •"
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laporan kepada Direktur melalm komite medis, meliputi
tuan mdikator mutu klinik, hasit evaluasi kineija praktik
inaan program pengembangan stafdan Iain-lain.
irbaikan (up dating) standar prosedur operasinal atau
:aitnya yang disempumakan secara berkala sehingea
situasi dan kondisi.

'v..

Ml

Pasal 98

Kewajiban

idar Prosedur OperasiOnal pelayanan medik yang terdiri

bidang administrasi/ manajerial
P^^Sataran tugas rawat inap,toas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan

operasx, kamar bersalin dan lain

lasus sulifklmik, presentasi kasus (kasus
Stasr rfU Penyakit tertentu),Penyusunan Standar Proseduroibawah koordinasi Direktur;

ISSah^sTaS? Medis di bidang keilmuan/*;.fStandar Pelayanan Medis yans dibuat oleh
pemeriksaan penyakit sampaiflatalaksana^ serta pemeriksaan penunjang vans

kasmg-masmg kelompok Staf Medis menyusun Sta^da?
ptandar Prosedur Operasional ini di bawah koordinasi

Ma®ing-masing kelompok staf medis
W, J®"!® mdikator mutu output atau outcome;lan tugas dan kewenangan untuk masing-masing

IstM^rstandarBstandar prosedur operasional serta kebutuhan medis

Tiffin spesialis atau d6kter gigi spesialis lain yang„ilian atau kemampuah yang lebih baik, apabila tidak
^ suatu pemeriksaan atau pengobatan;

ggX® ^ahkanplongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila
ig lam yang bertugas dan mampu melakukannya-
kedSSJ'S Perkembangan ilmu

keahJian.yang sama sebagai penggantigan, jika tidak harus dikonfirmasikan kepada pasien yang

lengkap kepada pasien sebelum tindakan|disetujui pasien dan atau keluarga pasien (informed
edisjlM mematuhi petunjuk pelaksanaannya:

—Kendall mutu'dan-biaya;.
kan rumah sakit tentang obat dan formularium Rumah

-I,.. .

•4,; . -r -i
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rer Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis membuat
'm

Bagian Ketujuh
Kewenangan Staf Medis Fungsional

Pasal 99

ionalmempunyawewenang :
gekomendasi kepada Direktur melalui ketua komite
^^te kredensial terhadap permohonah penempatan dokter
^ppatan ulang dokterdi RSUD Kota Kendari;
f|luasi penampilM kineija praktik dokter berdasarkan data

sif melalui prosedur tetap, audit medis atau program uji

imasukan kepada Direktur. melalui komite medik terkait
Sdokter.

Bagian Kedelapan.
Penilaian Staf Medis Fungsional

Pasal 100

&a kelompok Staf Medis Fungsional dilakukan oleh
lersifat adiHinistratif yang meliputi:
^gawaian; dan

ja.
I' .)inite medikmenyangkut keprofesian^ meliputi:

•'

I

isedur Operasional;
jfesi; dan

BAB Xlll

PBMBIAYAAN

Pasal 101

idiperlukan dari jielaksanaan tata kelola BLUD RSUD Kota
|kan pada Anggaran Belanja BLUD RSUD Kota Kendari dan

yang sah.


